PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 837/Kep.BUP/PMPTSP/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

Mengingat

1.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang
perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan
undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
3969);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 740);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 3);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

12.

13.

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 51);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun
2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten
Tanjung Jabung Barat yang merupakan pedoman bagi
pelaksana proses pelayanan perizinan dan nonperizinan
sesuai tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja.
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini terdiri dari :
a. Perizinan Berusaha dengan sistem OSS;
b. Perizinan Non OSS; dan
c. Nonperizinan.
Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Melalui
Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mengacu Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan
dan Perundangan - undangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan
fasilitasi dalam rangka Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik kepada pelaku usaha di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, antara lain :
a. Layanan Perbantuan, melalui pemberian layanan
konsultasi dengan berinteraksi langsung dengan
pelaku usaha;



KELIMA

b. Layanan mandiri, melalui penyediaan fasilitasi
perangkat computer yang terhubung dengan jaringan
internet bagi pelaku usaha yang ingin melakukan
pengisian secara mandiri;

c. Layanan Strategis, melalui layanan pendampingan
prioritas bagi calon investor yang berinvestasi/
menanamkan modalnya di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sampai dengan mendapatkan NIB serta
perizinan yang dibutuhkan melalui sistem OSS dengan
kriteria investasi minimal Rp.100 miliar (Seratus miliar
rupiah) dan/ atau menyerap tenaga kerja lebih dari
1.000,- (seribu) orang;

d. Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/ atau
Izin Komersial atau Operasional, melalui layanan
penerbitan persetujuan/ penolakan atas permohonan
pemenuhan komitmen izin usaha dan/ atau izin
komersial atau operasional bagi pelaku usaha.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu meliputi Perizinan dan Nonperizinan
sebagai berikut :

[. PERIZINAN NON OSS
a. Sektor Pertanian
1. Izin Kerja/Praktek Dokter Hewan.
2. Izin Rumah Potong Hewan.
b. Sektor Lingkungan Hidup

1. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3).

2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Izin Mendirikan Bangunan Non Usaha.

d. Sektor Kesehatan
1. Surat Izin Praktek Dokter (SIP).

Izin Optikal

Izin Balai Pengobatan

Izin Kerja/Praktek Fisioterapi.

Izin Pengobatan Tradisional Menetap.

Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap.

Izin Kerja/Praktek Perawat.

Izin Kerja/Praktek Bidan.

9. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.

10. Izin Kerja Praktek Apoteker.

11.1zin Kerja Tenaga Gizi
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12.1zin Kerja Tenaga Sanitarian.
13. 1zin Kerja/Praktek Perawat Gigi.
14. Izin Kerja Radiografer



15. 1zin Kerja Perawat Anestesi.
16. I1zin Laboratorium Medik.
17.1zin Kerja Laboratorium Medik.
e. Sektor Perhubungan.
1. Izin Trayek Angkot/Angdes Dalam Kabupaten.
2. Izin Usaha Bongkar Muat Barang.
3. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan.
4. Izin Usaha Angkutan Darat.
f. Sektor Komunikasi dan Informatika.
1. Izin Warung Internet (Warnet).
2. Izin Menara Telekomunikasi.
g. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Izin Operasional Untuk Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

2. Izin Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Swasta.

3. Izin Operasinal Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri.

4. Izin Penegrian Sekolah Tingkat Sekolah Dasar.
h. Sektor Ekonomi.
1. Surat Izin Tempat Usaha.

2. Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang
Burung Walet.

3. Izin Reklame.

i. Sektor Sosial.
1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Izin Pemakaian

3. Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk
Utilitas.

II. NONPERIZINAN NON OSS
a. Sektor Perkebunan.
1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan
2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman.

3. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri
Pengolahan Hasil Perkebunan.

Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan.
Rekomendasi untuk memperoleh RMU.

oo B

Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
7. Surat Keterangan Perjalanan Hewan.

b. Sektor Kesehatan.
1. Sertifikat Laik Hygene Air Isi Ulang.
2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel.



3. Sertifikat Hygene Sanitasi Jasa Boga.

4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
dan Restoran.

c. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik

- Surat Keterangan Penelitian (SKP).
d. Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Surat Keterangan Asal (SKA).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 19 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR /Kep.BUP/PMPTSP/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA  DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.1/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

1zin Kerja/Praktek Dokter Hewan

DASAR HUKUM:

1.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Oteritas Vetariner;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 /Permentan/OT.140/1/2010
tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

NoaRowbd

S1
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi




KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

CoNoO RN

. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Cross check persyarata perizinan;

2. Memaraf lembar verifikasi perizinan;

3. Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
4. Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan,;

S. Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
6.
7
8
9.
1

Pencetakan naskah izin;

. Penelitian naskah izin,;
. Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

0.Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
nformasi | Pendaltaran b nyerahan Sekst PISP | Bidr;ng Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum |  OUtPUt
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14
1 {Pemohon meminta informasi 1  Surat Permohonan di atas meterai i
tentang penerbitan perizinan dan/ Rp. 6.000
atau nonperizinan 2  Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung
2 {Memberikan informasi kepada Jawab;
Pemohon. 3  Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm
sebanyak 2 (dua) lembar;
.......................................................................... .4  Fotokopi NPWP;
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, 5  Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan {
mengisi formulir permohonan, dan perubahannya (bagi perusahaan yang idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. berbadan hukum); {
4 |Petugas pendaftaran menerima dan | 6  Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap lenek 7  Denah L'0k§5i Usaha;
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap 8 Fotokopi ljazah Dokter Hewan;
tanda terima, bila tidak lengkap 3 9 Sertifi-kat kompetgnsi yang diterbitkan oleh
berkas dikembalikan kepada H organisasi profesi kedokteran hewan;
Pemohon. 3 10 Fotokopi dpkumen UKL 'dan UPL atau :
5 |Petugas front office menginput data | dokumen lingkungan lainnya; iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 11 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS {Monitoring
. H Kesehatan; H
permohonan diserahkan kepada ! . . . .
Kasi di Bidang Pelayanan (back i 12 Rekomendasi dari OPD Teknis (Dinas);
office). 3 13 Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
H dan i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H 14 Map snelhecter warna kuning 1 buah. i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap § {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i {
|
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.2/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP Izin Rumah Potong Hewan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permantan/ Ot.140/ 1/
2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan
Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant); dan

3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

Noakwb

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

NG R~




8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi: 1. Cross check persyarata perizinan;
1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat . Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

. Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
. Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
. Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);

2
menurun,; 3
4
S
6. Pencetakan naskah izin;
7
8
9
1

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

. Penelitian naskah izin,;

. Penandatanganan naskah izin;
. Penomoran naskah izin; dan
0.Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
. Penyerahan Seksi PTSP i Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon meminta informasi {
tentang penerbitan perizinan dan/ ; FS:::tr:IEoL:; rl;'nr(;’hggranrghon .
atau nonperizinan ’

3  Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm

2 {Memberikan informasi kepada sebanyak 2(dua) lembar;
Pemohon. 4  Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWPY;

R T T p——— 'S Fotokopi iazah Dokter Hewan; "
mengisi formulir permohonan, dan 6  Sertifikat kompetensi yang diterbitkan i{dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. oleh organisasi profesi kedokteran i

hewan:

4  |Petugas pendaftaran menerima dan 3 7  Surat Tanda Registrasi Veternner
meneliti persyaratan, bila. dokum.en | tidak lengkap lengkap (STR-V);
lengkap petugas memberikan resi 3 8 Fotokopi Surat Keputusan (SK)
tanda terima, bila tidak lengkap g .

Tima, ik i penempatan;
berkas dikembalikan kepada 3 9 Rekomendasi dari OPD Teknis (Dinas);
Pemohon. ) ) i
- 4 10 Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha :

5 |Petugas front office menginput data | (SITU); iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 11 Denah ’Tem at Praktek: EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada i P 3 y {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i 12 BPIS Ketenagakerjaan dan BP]S
: Kesehatan; dan
office).
ffice) 3 13 Map snelhecter warna kuning 1 buah. i

6 {Kepala Seksi melakukan validasi H 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .

- - e : tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan ;
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 i
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko

g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.3/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN |: 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI :o-
TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY

Izin Pengumpulan Limbah Bahan
NAMA SOP : Berbahaya dan Beracun (Limbah

B3)

DASAR HUKUM:

1.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
tata cara perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun; | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah; dan
S. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;
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Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat menurun;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.4/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI To-
TANGGAL PENGESAHAN |: 19 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY

Izin Penyimpanan Sementara
NAMA SOP : Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3)

DASAR HUKUM:

1.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
tata cara perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun; | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah; dan
S. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;
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Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat menurun;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
nformasi | Pendaltaran b nyerahan Sekst PISP | Bidr;ng Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum |  OUtPUt
Dokumen i

1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon meminta informasi ; 1 Surat permohonan; {
tentang penerbitan perizinan dan/ 2 Fotokopi KTP;
atau nonperizinan 3  Fotokopi ijazah/sertifikat teknis dibidang

. : , lingkungan hidup;
2 Igdemt:nkan informasi kepada 4  Surat izin Tempat Usaha (SITU) dan
emohon. bukti setor retribusi;
____________________________________________________________________ 5 Fotokopi IMB dan bukti setor retribusi;

3  {Pemohon melengkapi persyaratan, 6  Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun :
mengisi formulir permohonan, dan terakhir; i{dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7  Fotokopi pengesahan AMDAL/UKL/UPL; i

8 Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan

4 {Petugas pendaftaran menerima dan g Air Limbah (IPAL);
meneliti persyaratan, bila dokumen | tidak lengkap lenek 9 Fo_tokop! hasil analisis ku§lltas air limbah
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap cair 3 (tiga) pulan terakhlr; )
tanda terima, bila tidak lengkap 3 10 Rekomendasi OPD' Teknis (Dinas);
berkas dikembalikan kepada H 11 BPJIS Ketenagakerjaan dan BP1S
Pemohon. 3 Kesehatan;

4 12 Surat pernyataan kesanggupan $

5 {Petugas front office menginput data | melakukan pembayaran ganti rugi dan i Lembar
(data entry), kemudian berkas 3 pemulihan kualitas sumber daya air yang iMonitoring
permohonan diserahkan kepada 3 tercemar akibat pembuangan limbah cair H
Kasi di Bidang Pelayanan (back { dari kegiatan Pengumpulan Limbah;
office). 3 13 Map snelhecter warna kuning 1 buah;

14 Catatan: Untuk registrasi sama dengan :

6 {Kepala Seksi melakukan validasi H pembuatan izin baru i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap § {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .

- - e : tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat i

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko

i {
|
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.3/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN |: 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI :o-
TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY

Izin Pengumpulan Limbah Bahan
NAMA SOP : Berbahaya dan Beracun (Limbah

B3)

DASAR HUKUM:

1.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
tata cara perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun; | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah; dan
S. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;
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Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat menurun;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.4/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI To-
TANGGAL PENGESAHAN |: 19 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY

Izin Penyimpanan Sementara
NAMA SOP : Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3)

DASAR HUKUM:

1.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
tata cara perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun; | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah; dan
S. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;
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Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat menurun;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi H Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen H
1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 13 14
1 {Pemohon meminta informasi i 1  Surat Permohonan;
tentang penerbitan perizinan dan/ 2 Rekomendasi OPD teknis;
atau nonperizinan 3 Fotokopi KTP;
- - - 4  Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bukti
2 {Memberikan informasi kepada setor retribusi;
Pemohon. 5  Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan bukti setor retribusi;
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, 6  Fotokopi bukti pembayaran Pajak VBumi :
mengisi formulir permohonan, dan dan Bangu'nan (PBB) ta'hun terakhir; ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7 Dokumen lingkungan hidup AMDAL atau H
UKL-UPL;
4  {Petugas pendaftaran menerima dan | 2  Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap Pemohon yang telah mencakup
lengkap petugas memberikan resi 3 lengkap pldang/sub—bldapg _keglatan pengelolaan
tanda teri bila tidak 1 H limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan
anda epma, 1‘a idak lengkap § (pengumpulan, pemanfaatan,
berkas dikembalikan kepada 3 pengolahan, dan penimbunan limbah
Pemohon. H B3); H
5 |Petugas front office menginput data | 9  Izin Lokasi; Surat izin Usaha {Lembar
(data entry), kemudian berkas 3 Perdagangan (S.IUP) Lzin Mendirikan {Monitoring
ermohonan diserahkan kepada i Bangunan (IMB); i
Easi di Bidang Pelayanan (back § 10 Memiliki Laboratorium analisis atau alat
8 Y 3 analisis limbah B3 di lokasi kegiatan;
office). H 11 Tenaga yang terdidik di bidang analisis H
6 {Kepala Seksi melakukan validasi 3 dan pengelolaan LB3; Kasi (N 1. Surat
kel dan keb 12 Keterangan tentang Lokasl (Nama {Penolak:
© engkapegl an kevenaran H lengkap tempat/letak, luas, titik koordinat); jrenofakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap M ’ iatau
o . . H 13 Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola; i
lembar monitoring dibubuhi paraf . . i2. Lembar
Kk di leh Tim Teknis. d 14 Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah i T
1-..1ntu iproses oleh Tim Teknis, ang B3) yang akan dikelola; éMomtormg
Jl%(a dékumen tidak lengkap | 15 Karakteristik per jenis limbah B3 yang i
diterbitkan surat penolakan 3 akan dikelola;
pengembalian berkas. i tidak memenuhi 16 Desain konstruksl tempat pengelolaan
i i idasi i . limbah B3;
7 {Memverifikasi dan va11d§s1 se.rt'a 3 syarat teknis imba
memproses secara teknis perizinan 17 Flowsheet lengkap proses pengelolaan
dan/atau melakukan kunjungan § limbah B3;
lapangan, dan menghitung biaya 3 ; 18 Uraian jenis dan spesifikasi teknis
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat z_engel:()laan dan peralatan yang {
R igunakan; i
i teknis 1
8 Mencet.ak Bl.angko Surat Izin X 3 : 19 Perlengkapan sistem tanggap darurat; iBlangko
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi i 20 BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS {
dan diteruskan kepada Kepala | Kesehatan;
Bidang. 3 21 Tata letak saluran drainase untuk
i

pengumpulan limbah B3 fasa cair.




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.5/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

Izin Mendirikan Bangunan

NAMA SOP
Nonusaha

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun
2016 tentang Bangunan Gedung; dan

7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No R wbd

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;




CoNok LD

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

A A o e

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi H Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen i
1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 i 13 14
1 {Pemohon mem;nta 1nfovrr'na51 . H 1 Surat permohonan; i
i e e  rokont 17 T rootan
3 Fotokopi PBB 1 rangkap;
2 {Memberikan informasi kepada 4 Fotokopi surat tanah 1 rangkap;
5 Gambar rencana bangunan;
Pemohon. . -
6 Persetujuan tetangga kiri-kanan beserta
O —— fotokopi KTP; s ]
3 Pemgh@; melelr.lgkam pﬁrsyaratjn, 7  Perhitungan struktur untuk bangunan o,
mengisi formulir permohonan, dan bertingkat; idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 8 Surat pernyataan tentang kesanggupan
4 |Petugas pendaftaran menerima dan | meme_nuhi persyaratan teknis bangunan
meneliti persyaratan, bila dokumen 3 tidak lengkap e sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap 9 Rekomendasi Camat;
tanda terima, bila tidak lengkap i 10 BPJS  Ketenagakerjaan dan  BFIS
berkas dikembalikan kepada H Kesehatan;
Pemohon. 3 11  Bukti lunas restribusi IMB; i
5 |Petugas front office menginput data | 12 Khusus IMB _bag| perusahaan d?m real iLembar
. estate selain persyaratan di atas H D
(data entry), kemudian berkas 3 : i iMonitoring
. ditambah dengan: H
permohonan diserahkan kepada g ; ) ) {
Kasi di Bidang Pelayanan (back H a. Izin IOkES'_d_a” kepala daerah;
office). 3 b. Akte pendirian perusahaan;
H c. Surat kuasa apabila tanda tangan i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H permohonan bukan dilakukan oleh 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk pemohon sendiri EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap 3 tidak lengkap engkap 13 Khusus rumah ibadah (bangunan fatau
lembar monitoring dibubuhi paraf i sosial): i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan% a. Fotokopi KTP 90 jemaah; ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap 3 b. Fotokopi KTP 60 pendukung {
diterbitkan surat penolakan rekomendasi dari FKUB;
pengembalian berkas. g . . c. Rekomendasi dari KUA setempat.
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan validasi serta 3 syarat teknis 14. Map tulang kertas warna merah.
memproses secara teknis perizinan g
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis iBlangko
i {
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

14 hari
kerja




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.6/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN |: 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI To-
TANGGAL : 19 Agustus 2019
PENGESAHAN
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP : Surat Izin Praktek Dokter (SIP)

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
512 /Menkes/Per/2017 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan
Praktek Kedokteran;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran,;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

No R wbd

S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.




KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

OCONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Cross check persyarata perizinan;

2. Memaraf lembar verifikasi perizinan;

3. Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
4. Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;

S. Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
6.
7
8
9.
1

Pencetakan naskah izin;

. Penelitian naskah izin,;
. Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

0.Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
H Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Wak
Informasi | Pendaftaran Penyerahan Sef}:ksi PTSP o Biedr;ng Dei};as Kelengkapan /Persyaratan Maksinzllllm Output
Dokumen H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 14
1 {Pemohon meminta informasi 1 Mengisi formulir Surat Permohonan i
tentang penerbitan perizinan dan/ bermeterai Rp. 6.000,-;
atau nonperizinan 2 Fotokopi KTP Pemohon;
2 {Memberikan informasi kepada 3 Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 =
Pemohon. 2 lembar dan 3x4 =1 lembar;
Surat rekomendasi / surat pengantar dari {
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, organisasi profesi Ikatan Dokter {Permohonan '-
mengisi formulir permohonan, dan Indonesia (IDI) idan Berkas |
menyerahkannya kepada Petugas. 5  Surat rekomendasi OPD teknis Dinas i
4  {Petugas pendaftaran menerima dan | Kesehatan
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap lenek 6 Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR)
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap yang dilegaliser oleh Konsil
tanda terima, bila tidak lengkap i 7  Surat Pernyataan telah memiliki tempat
berkas dikembalikan kepada 3 praktek bermaterai Rp. 6.000,-;
Pemohon. - : 8  BPIS Ketenagakerjaan dan BP]S :
5 |Petugas front office menginput data | Kesehatan: éLembar
(data entry), kemudian berkas 3 ! , , {Monitoring
permohonan diserahkan kepada 3 9 Semua berkas syarat di atas dibuat H
Kasi di Bidang Pelayanan (back { rangkap 2 (dua).
office). 3 10 Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau
Surat Tugas bila tidak bisa mengurus i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi 3 sendiri: i1. Surat
kelengkapa}l dan kebenaran i lengkap 11 Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap dikuasakan); jatau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 ! i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan 12 Untuk permohonan SIP yang ke 2 & 3, {Monitoring
jika dokumen tidak lengkap 3 mengajukan permohonan dengan H
diterbitkan surat penolakan 3 melampirkan persyaratan dan fotokopi
pengembalian berkas. § . ) SIP /SPTP sebelumnya.
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i {
|
i

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.7/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL 19 Agustus 2019
PENGESAHAN

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS
ttd

YAN ERY

NAMA SOP Izin Optikal

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Optikal; dan

4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No R wbd

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

NoakLb&




8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi: Cross check persyarata perizinan;
1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat Memaraf lembar verifikasi perizinan,;
menurun; Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;
Penelitian naskah izin;
Penandatanganan naskah izin;
. Penomoran naskah izin; dan
10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoO0 kb=




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14
1 ferréohon mem;':ta info.n'nasi dan) 1 Surat Permohonan i
entang penerbitan perizinan dan . i
atau nonperizinan 2 FOtOkOP’ K.TP, R
3 Fotokopi ijazah refralasi optic;
2 {Memberikan informasi kepada 4 NPWP pemilik optical;
Pemohon. 5 Pasfoto pemilik sarana, berwarna 4 x 6
__________________________________________________________________________ 3 sebanyak 3 lembar;

3 Pemo‘h(')n meler.lgkap1 persyaratan, 6 Fotokopi SITU; .Permohonan i
mengisi formulir permohonan, dan 7 Fotokooi SIUP: idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. oto op| ! o {

- 8  Surat izin kerja refraksionis;

4 Petuglaﬁ pendaftaran r;lfi'nznnli dan 5 9 Fotokopi Surat Pernyataan bersedia
meneliti persyaratan, bila dokumen | tidak lengkap lengkap sebagai dokter penanggung jawab:
lengkap petugas memberikan resi ; L .
tanda terima, bila tidak lengkap 5 10 Perjanjian ker]a sama dengan dokter
berkas dikembalikan kepada ; penanggung jawab;

Pemohon. i 11 Denah bangunan/tempat kerja optical; i

5 |Petugas front office menginput data | 12 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS éLembar
(data entry), kemudian berkas ; Kesehatan; ;Moniton’ng
pem.no.ho.nan diserahkan kepada 5 13 Rekomendasi OPD Teknis Dinas i
Kasi di Bidang Pelayanan (back i Kesehatan
office). ; '

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf a i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan; ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

. . T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan g
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; i
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.8/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Balai Pengobatan

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehata Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
dan

5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No g R b

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

cakLb -




7. Komputer;
8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCO~NoO0 kb=




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 i 14
1 {Pemohon meminta informasi 1 1
tentang penerbitan perizinan dan/ 1 Seakipesmohonan;
g penert P 2  Fotokopi KTP:
atau nonperizinan .
3  Fotokopi NPWP:
2 {Memberikan informasi kepada 4  Fotokopi SITU dan SIUP;
Pemohon. 5 Fotokopi surat tanda registrasi bagi
___________________________________________________________________ ] tenaga medis;
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, 6 Fotokopi akta pendirian perusahaan yang :Permohonan
mengisi formulir permohonan, dan berbadan hukum; gdan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7 Struktur organisasi balai pengobatan; i
4 |{Petugas pendaftaran menerima dan | 8 Surat pengangkatan sebagai penanggung
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap lenek jawab badan dan yayasan;
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap 9 Fotokopi ijazah tenaga medis dan non
tanda terima, bila tidak lengkap i medis;
berkas dikembalikan kepada H 10
Pemohon. 3 Fotokopi izin praktek bagi tenaga medis; ;
5 {Petugas front office menginput data | 11 Fotokopi bukti kepemilikan/ persetujuan iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 pemilik atas tanah atau bangunan; ;Moniton’ng
pe@oho_nan diserahkan kepada 3 12 Fotokopi surat izin kerja Asisten i
]
Kasi di Bidang Pelayanan (back 3 apoteker;
office). { 13 Data kelengakapan bangunan; i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H 14 Data kelengkapan peralatan; 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk 15 Data kelengkapan ketenagaan; iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap 3 tidak lengkap engkap 16 Persyaratan ketersediaan mengikuti ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 program mutu; i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang 17 Pasfoto berwarna ukuran 4x6 = 2 ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H lembar; H
diterbitkan surat penolakan 3 18 Denah lokasi dan denah ruangan;
pengem?)ahar.l berkas.. - 3 tidak memenuhi 19 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis Kesehatan;
memproses secara teknis perizinan i 20 Rekomendasi OPD Teknis Dinas
dan/atau melakukan kunjungan Kesehatan
lapangan, dan menghitung biaya 3 i ’
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.9/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP : Izin Kerja/Praktek Fisioterapi
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 | 1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi;

dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 tahun  Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor

54 tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

No g R b

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;
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Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office g
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket I Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
A Penyerahan Seksi PTSP : Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum | Output
Informasi 3
Dokumen H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 14

1 {Pemohon memi.nta info.rr'nasi 1 Surat Permohonan: {
tentang penerbitan perizinan dan/ 2 Fotokopi KTP;
atau nonperizinan !

3  Fotokopi [jazah;

2 {Memberikan informasi kepada 4  Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
Pemohon. E lembar;

_______________________________________________________________________ ] Fotokopi SIB masih berlaku;

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, Surat keterangan sehat dari dokter; iPermohonan !
mengisi formulir permohonan, dan Surat keterangan dari pimpinan sarana idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. pelayanan kesehatan yang menyatakan

4 {Petugas pendaftaran menerima dan g tanggal mulai bekerja (SPMT);
meneliti persyaratan, bila. dokum.en : tidak lengkap lengkap 8 BPIS Ketenagakerjaan dan BP1S
lengkap petugas memberikan resi ; Kesehatan;
tanda terima, bila tidak lengkap i 9  Rekomendasi OPD Teknis Dinas
berkas dikembalikan kepada a Kesehatan
Pemohon. { ’ |

5 |Petugas front office menginput data | ; iLembar
(data entry), kemudian berkas ; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada g {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf a i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

. : T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rtva ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan g
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; i
retribusi (jika ada aturannya). § memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

§ i
§




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.10/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Pengobatan Tradisional Menetap

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1076/Menkes/Sk/VII[/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional;

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No g R b

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;

3. Lembar verifikasi perizinan;
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Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONGaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi

dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office g
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket I Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi : Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas E Kelengkapan /Persyaratan Maksimum | Output
Dokumen H
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ferréohon mem];r;ta 1nfo.n'na51 dan 1 Surat permohonan; H
entang penerbitan perizinan dan
atau nif . P 2 Pasfoto 4 x6 = 3 lembar;
perizinan ST
3 Fotokopi sertifikat ijazah pengobatan
2 {Memberikan informasi kepada tradisional;
Pemohon. Biodata pengobatan tradisional;
BT e o g Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah ~ --reveeeeees SE—C— T
emohon melengkapi persyaratan, . ermohonan
mengisi formulir permohonan, dan setempat; i{dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi ]
- dibidang pengobatan tradisional (kalau

4  {Petugas pendaftaran menerima dan | ada);
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap lenek !
lengkap petugas memberikan resi | engkap 7  Surat pengantar Puskesmas setempat;
tanda terima, bila tidak lengkap i 8  BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS
berkas dikembalikan kepada ; { Kesehatan;

Pemohon. . i 9 Rekomendasi OPD teknis Dinas !

5 |Petugas front office menginput data | ; Kesehatan iLembar
(data entry), kemudian berkas ; ’ EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada g {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf a i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

. . T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rtva ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan i
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; i
retribusi (jika ada aturannya). § memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

§ i
§




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




NOMOR SOP

503/02.11/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YAN ERY
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Izin Pengobatan Tradisional Tidak
NAMA SOP Menetap
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 | 1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

tentang Kesehatan;

Informatika;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Tenaga Kesehatan; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/ | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik; | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
1076/Menkes/Sk/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Tradisional;
S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1.
2.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;
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Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

Surat permohonan;

Pasfoto berwarna 4 x 6 = 3 Lembar;
Fotokopi sertifikat ijazah pengobatan
tradisional;

Biodata pengobatan tradisional:
Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah
setempat;

Surat pengantar dari puskesmas
setempat;

BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan;

Rekomendasi dari OPD Teknis.

S SO X

iPermohonan

dan Berkas

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP . 503/02.12/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP : Izin Kerja/Praktek Perawat

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.02.02/Menkes/148/1/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat;

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

Nk




KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

OCONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoO0 kb=

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Surat Permohonan;

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3

lembar;

Fotokopi KTP:

Fotokopi Ijazah:

Fotokopi SIB masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;
Surat keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan
BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan
kabupaten.

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.13/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Kerja/Praktek Bidan

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

No g R b

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;
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Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

Surat Permohonan

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3

lembar;

Fotokopi KTP;

Fotokopi Ijazah;

Fotokopi SIB masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;
Surat keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan
BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan
kabupaten.

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.14/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No g R b

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;

3. Lembar verifikasi perizinan;
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Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONGaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

N oy AW

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

N

Surat Permohonan;

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
lembar;

Fotokopi KTP;

Fotokopi Ijazah;

Fotokopi SIB masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;
Surat keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja (SPMT);

BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan
kabupaten.

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.15/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Kerja Praktek Apoteker

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Apotek;

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

No g R b

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;
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Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

Surat Permohonan;

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
lembar;

Fotokopi KTP;

Fotokopi Ijazah;

Fotokopi SIB masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;
Surat keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja (SPMT)

BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan
kabupaten

S SR X

iPermohonan

dan Berkas

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.16/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Kerja Tenaga Gizi

DASAR HUKUM:

1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

pertanian, peternakan dan Teknologi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomij;
Tenaga Kesehatan; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/ | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik; | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi; 7. Mengikuti diklat Perizinan.
S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;




O NG

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OOk

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

Surat Permohonan;

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
lembar;

Fotokopi KTP;

Fotokopi Ijazah;

Fotokopi SIB masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;
Surat keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja (SPMT)

BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan
kabupaten

S SR X

iPermohonan

dan Berkas

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP . 503/02.17/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP : Izin Kerja Tenaga Sanitarian

DASAR HUKUM:

1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Tenaga Kesehatan; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/ | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik; | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitasi; 7. Mengikuti diklat Perizinan.
S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

NO U W=




8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Cross check persyarata perizinan;

2. Memaraf lembar verifikasi perizinan;

3. Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
4. Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan,;
S. Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
6. Pencetakan naskah izin;

7. Penelitian naskah izin;

8. Penandatanganan naskah izin;

9. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office g
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket I Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 14
1 {Pemohon meminta informasi {
X . 1 Surat Permohonan;
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan 2 IF'aSLOtO berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
embar;
2 lg/lemt;;eﬂkan informasi kepada Fotokopi KTP;
emohon. o
Fotokopi Jjazah;
---------------------------------------------- Fotokopi SIB masih berlaku; S T T IR R

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, ; Permohonan

i, . 6 Surat keterangan sehat dari dokter; H H
mengisi formulir permohonan, dan idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7  Surat keterangan dari pimpinan sarana !

. pelayanan kesehatan yang menyatakan

4 Petugaﬁ pendaftaran menerima dan § tanggal mulai bekerja (SPMT)
meneliti persyaratan, bila dokumen tidak lengkap lenek ]
lengkap petugas memberikan resi | engkap 8 BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
tanda terima, bila tidak lengkap § Kesehatan;
berkas dikembalikan kepada ; { 9 Rekomendasi kepala dinas kesehatan
Pemohon. : kabupaten i

5 |Petugas front office menginput data | ; iLembar
(data entry), kemudian berkas ; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada g {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf a i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

- - T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rtva ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan i
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; i
retribusi (jika ada aturannya). § memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

| {
§




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.18/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Kerja/Praktek Perawat Gigi

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

No g R b

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;




© 0 N o v

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office g
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket I Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 14

1 {Pemohon meml.nta 1nfo.rr'na51 1 Surat Permohonan; :
tentang penerbitan perizinan dan/ Sfoto b K b K
atau nonperizinan 2 ::’EI bOtO erwarna ukuran 4x6 sebanyak 3

embar;
2 lg/lemt;;eﬂkan informasi kepada Fotokopi KTP;
emohon. o
Fotokopi Ijazah;
T T pa Cpi U Fotokopi SIB masih berlaku; S — T
Crmonon me er.lgkapl persyaratat, 6  Surat keterangan sehat dari dokter; H ermononan
mengisi formulir permohonan, dan o idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7  Surat keterangan dari pimpinan sarana H
- pelayanan kesehatan yang menyatakan

4 Petugaﬁ pendaftaran menerima dan g tanggal mulai bekerja (SPMT)
meneliti persyaratan, bila dokumen tidak lengkap | " .
lengkap petugas memberikan resi | engkap 8  BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS
tanda terima, bila tidak lengkap § Kesehatan;
berkas dikembalikan kepada ; 9 Rekomendasi kepala dinas kesehatan
Pemohon. : kabupaten ;

5 |Petugas front office menginput data | ; iLembar
(data entry), kemudian berkas ; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada g {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf a i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

- - T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rtva ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan i
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; i
retribusi (jika ada aturannya). § memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

| {
§




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.19/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Kerja Radiografer

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

S. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

No g R b

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;
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Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 14
1 {Pemohon meminta informasi {
. . Surat Permohonan;
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
lembar;
2 {Memberikan informasi kepada .
P Fotokopi KTP;
Pemohon. -
Fotokopi Ijazah;

73" {Pemohon melengkapi persyaratan, Fotokopi SIB masih berlaku; T iPermohonan | |
mengisi formulir permohonan, dan Surat keterangan sehat dari dokter; idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. Surat keterangan dari pimpinan sarana '

4 |Petugas pendaftaran menerima dan 5 pelayanan kesehatan yang menyatakan
Inel;;liti persyaratan,ll;)ila.kdokum.en ; tidak lengkap lengkap tanggal mulai bekerja (SPMT)
engkap petugas memberikan resi .
tanda terima, bila tidak lengkap ! BPIS Keten.agakerjaan dan BPIS
berkas dikembalikan kepada ; Kesehatan;

Pemohon. ! Rekomendasi kepala dinas kesehatan {

5 {Petugas front office menginput data | kabupaten iLembar
(data entry), kemudian berkas ; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada ; {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf a i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan; ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

- - T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan ;
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; i
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.20/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Kerja Perawat Anestesi

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

No g R b

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;
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Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Ny AW

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

N

Surat Permohonan;

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
lembar;

Fotokopi KTP;

Fotokopi Ijazah;

Fotokopi SIB masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;
Surat keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja (SPMT)

BP]S Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan
kabupaten

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.21/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Laboratorium Medik

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I1/2002
tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
tentang Laboratorium Kesehatan; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

364 /Menkes/SK/III/2003

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

No g R b

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;
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Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
Informasi i Penyerahan Seksi PTSP i Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon meminta informasi {
tentang penerbitan perizinan dan/ 1 Surat Permohonan;
atau nonperizinan 2 Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3

lembar;

2 {Memberikan informasi kepada .
Pemohon. 3 Fotokopi KTP;

4  Fotokopi Ijazah;

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, 5 Fotokopi SIB masih berlaku; {Permohonan '-
mengisi formulir permohonan, dan 6 Surat keterangan sehat dari dokter; ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7  Surat keterangan dari pimpinan sarana

4 {Petugas pendaftaran menerima dan 5 pelayanan kesehatan yang menyatakan
meneliti persyaratan, bila dokumen tidak lengkap lensk tanggal mulai bekerja (SPMT)
lengkap petugas memberikan resi ; engkap )
tanda terima, bila tidak lengkap 5 8 BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
berkas dikembalikan kepada ; Kesehatan;

Pemohon. ! 9 Rekomendasi kepala dinas kesehatan i

5 |Petugas front office menginput data | kabupaten éLembar
(data entry), kemudian berkas ; {Monitoring
permohonan diserahkan kepada ; {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi § i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran ; EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap g tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf ; 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap g {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

- - T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya ; H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

| {
i
:

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.22/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI To-
TANGGAL PENGESAHAN |: 19 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd

YAN ERY

NAMA SOP : Izin Kerja Laboratorium Medik

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/
Menkes/ Per/ XII/ 1986 tentang Kesehatan Swasta di Bidang Medik;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002
tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;

S. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 /Menkes/SK/III/2003
tentang Laboratorium Kesehatan,;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratium Medik; dan

8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi Informatika;
D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

NoaRLb-




KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

A A o e

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1.

2.

Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun;

Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan
diganti.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

A B o e

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Ny A w

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

Surat Permohonan;

Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3
lembar;

Fotokopi KTP;

Fotokopi Ijazah;

Fotokopi SIB masih berlaku;

Surat keterangan sehat dari dokter;
Surat keterangan dari pimpinan sarana
pelayanan kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja (SPMT)

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas kesehatan
kabupaten

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.23/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Trayek Angkutan Kota/Angkutan
Desa Dalam Kabupaten

DASAR HUKUM:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 tahun
2011 tentang retribusi perizinan tertentu;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang; dan

. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018

Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

No R wbd

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

pertanian, peternakan dan Teknologi

Mampu mengoperasikan komputer; dan
Mengikuti diklat Perizinan.

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;




OoNok LD

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan;dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoNkRLD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Kepala
Seksi

i Pendaftaran
: Penyerahan

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

S 6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.24/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP : Izin Usaha Bongkar Muat Barang
1. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan| 1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Angkutan Jalan; Informatika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Jalan; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Jalan; 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
S. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 tahun | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
2011 tentang retribusi perizinan tertentu; 7. Mengikuti diklat Perizinan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang; dan
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1.

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

2. Form tanda terima berkas;
3.
4. Buku register;

Lembar verifikasi perizinan;




O NG

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

Bidang.

patungan/ joint venture).

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
L Penyerahan Seksi PTSP i Bidan Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum ; Output
Informasi i g H
Dokumen H i

1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 13 14

1 {Pemohon meminta informasi H 1 Surat permochonan bermeterai cukup dari
tentang penerbitan perizinan dan/ FImpIinan Perusahaan:
atau nonperizinan 2  Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan

perusahaan;
2 {Memberikan informasi kepada 3 Fotokopi Pengesahan Akta
Pendirian/Perubahan perusahaan dari
Pemohon. pihak yang berwenang. Untuk PT
________________________________________________________________________ disahkan oleh Kementerian Hukum dan R

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, HAM; ermohonan
mengisi formulir permohonan, dan 4  Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. (NPWP); H

5 Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan

4 {Petugas pendaftaran menerima dan | dengan fotokopi KTP Direktur

meneliti persyaratan, bila dokumen i i Perusahaan;

1 t ,b ik . H tidak lengkap Iengkap 6 Memiliki modal usaha sesuai ketentuan

ten%ka? Pe ug?;lmf'l; ;T a;kreSI 3 (sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3)

anda terima, bila tidak lengkap i KM 14 Tahun 2002);

berkas dikembalikan kepada i 7  Modal Dasar Perusahaan yang beroperasi

Pemohon. 3 di Pelabuhan Utama : Rp. 1.000.000.000,- {

5 Petugas front office menginput data | 8 Modal Dasar Perusahaan yang beroperasl iLembar
dat ke di berk H di Pelabuhan Regional : Rp. 500.000.000,- EM itori
(data entry), emu lan berkas 3 9 Modal Dasar Perusahaan yang beroperasi onitoring
permohonan diserahkan kepada i di Pelabuhan Lokal : sesuai penetapan i
Kasi di Bidang Pelayanan (back { Gubernur;
office). 3 10 Menempati tempat usaha baik berupa

| milik sendiri maupun sewa, yang i

6 {Kepala Seksi melakukan validasi H dibuktikan dengan Surat Izin Tempat 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengkap UsahAa](ASlTU) a:iau SL(;"BF Keterangan iPenolakan
dofcumen, i dokumen lengiap DomisiiPerueshaan dort neanei yang
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 ’ i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan 11 Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) {Monitoring
jika dokumen tidak lengkap 3 orang tenaga ahli kualifikasi ahli nautika ]
diterbitkan surat penolakan 3 atau ahli ketatalaksanaan pelayaran

engembalian berkas { niaga, yang dibuktikan dengan
= 1I\J/I g e 1~.d . 3 tidak memenuhi sertifikat/ijazah tenaga ahli tersebut;
emveriiikasi dan \t’algnf151 se.rt'a 3 syarat teknis 12 Rekomendasi/pendapat tertulis dari
MEmproses secara texnis pfanz1nan 3 Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara
dan/atau melakukan ‘kunjur?gan { Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat
lapangan, dan menghitung biaya 3 : terhadap keseimbangan penyediaan dan
retribusi (jika ada aturannya). 3 memenuhi syarat permintaan kegiatan usaha bongkar {
i t; i

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis mua . i Blangko
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi | i 13 ESS Betanagakergao ton BE3S i
dan diteruskan kepada Kepala i g .

p p 3 14 Izin PMA dari BKPM (khusus bagi usaha
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.25/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

Izin Usaha Angkutan Perairan

NAMA SOP Pelabuhan

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kepelabuhanan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 tahun
2011 tentang retribusi perizinan tertentu;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No R wbd

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;

3. Lembar verifikasi perizinan;




O X NGOk

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONGaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

Lapangan, apabila dibutuhkan.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi H Penyerahan Seksi PTSP Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen H i
1 2 3 4 5 6 7 8 : 9 10 11 12 13 14
1 Pemohon meminta informasi H 1 Mengisi Formulir Permohonan bermaterai
tentang penerbitan perizinan dan/ Rp. 6.000,-;
atau nonperizinan 2 Fotokopi akta pendirian/perubahan
perusahaan yang telah disahkan bagl
2 {Memberikan informasi kepada badan usaha;
Pemohon. 3 Fotokopi NPWP perusahaan;
4 Fotokopi KTP bagi usaha perseorangan
__________________________________________________________________________ dan penanggung jaowab bagi Badan I A
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, Usaha; ermohonan
mengisi formulir permohonan, dan S  Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 3 (tiga) lembar; H
6 Fotokopi SITU;
4  {Petugas pendaftaran menerima dan | 7  Fotokopi/Salinan bukti kepemilikan kapal
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak leneka (gross akte) berbendera Indonesia yang
lengkap petugas memberikan resi 3 gkap lengkap laik laut (gross Akte, Surat Ukur dan
P p g . . H Sertifikat Keselamatan) yang masih
tanda terima, bila tidak lengkap i berlaku;
berkas dikembalikan kepada 3 8 Fotokopi dokumen/sertifikat tenaga ahli
Pemohon. H paling sedikit 1 (satu) orang Diploma III H
5 {Petugas front office menginput data | :Ia:l/i::ﬁl tk:::it:'::;ay’:::'n’:;;'s; ang iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 telah dilegalisir; ;Momtonng
permohonan diserahkan kepada H ) i
P 3 Q Uraian rencana usaha dan rencana
Kasi di Bidang Pelayanan (back 3 pengoperasian kapal;
oﬁce). 10 Daftar Awak Kapal;
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H 11 Penyataan kesanggupan untuk 1. Surat
kel dan keb 3 melaksanakan pelayaran secara terus ip lak
€ engkapa}l an kebenaran H lengkap menerus selama 6 (enam) bulan sejak jrenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap izin dikeluarkan; jatau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 - K K hi i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan 1 enyataan kesanggupan untu mematu ! {Monitoring
.. . H ketentuan perundang-undangan dibidang H
jika dokumen tidak lengkap i . H
i N pelayaran;
diterbitkan surat penolakan 3 k dasi Di bid .
pengembalian berkas. 3 ) . 13 Rekomendasi Dinas yang membidangi
Fis TEn i tidak memenuhi Perhubungan;
7 {Memverifikasi dan va ld_aSl se.rt'a 3 syarat teknis 14 Fotokopi STTS PBB atas tanah kantor
memproses secara teknis perizinan 3 perusahaan;
dan/atau melakukan ‘kunjur?gan H 15 Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan
Iapa.nga.n,“dan menghitung biaya 3 H pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS
retribusi (jika ada aturannya). i memenuhi syarat Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin teknis hukum; iBlangko
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi 3 i 16 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS
dan diteruskan kepada Kepala | Kesehatan;
Bidang. 3 17 Kesediaan memfasilitasi Tim ke
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.26/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Usaha Angkutan Darat

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 tahun
2011 tentang retribusi perizinan tertentu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang; dan

7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

pertanian, peternakan dan Teknologi

Mampu mengoperasikan komputer; dan
Mengikuti diklat Perizinan.

No g R b

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;




O oNook W

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen H
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 {Pemohon meminta informasi 1 Mengisi Formulir Permohonan bermaterai ;
tentang penerbitan perizinan dan/ RD. 6.000.-:
atau nonperizinan p. 6.000,-;
2  Fotokopi akta pendirian/perubahan
2 {Memberikan informasi kepada perusahaan yang telah disahkan bagi
Pemohon. badan usaha;
-------------------------------------------------------------------------- -3 Fotokopi NPWP perusahaan;
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, P_ p_ ! iPermohonan
i, . 4  Fotokopi KTP bagi usaha perseorangan H H
mengisi formulir permohonan, dan i ) idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. danhpenanggung jawab bagi Badan H
Usaha;
4  {Petugas pendaftaran menerima dan |
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap 5 F’anOtO berwarna ukuran 3x4 sebanyak
lengkap petugas memberikan resi 3 lengkap 3 (tiga) lembar;
tanda terima, bila tidak lengkap ! 6  Fotokopi SITU;
berkas dikembalikan kepada 3 7  Fotokopi/Salinan bukti kepemilikan
Pemohon. H kendaraan yang masih berlaku; i
5 {Petugas front office menginput data 8 Uraian rencana usaha dan rencana jLembar
(data entry), kemudian berkas 3 endoperasian: {Monitoring
permohonan diserahkan kepada ! pesaor . ' . . ;
Kasi di Bidang Pelayanan (back H 9  Surat Izin Mengemudi tenaga kerja;
office). 3 10 Penyataan kesanggupan untuk mematuhi
ketentuan perundang-undangan dibidang i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H ) ) ) i1. Surat
3 11 Rekomendasi OPD Teknis atau Dinas i
kelengkapan dan kebenaran i | K bid i Perhub . iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap i tidak lengkap engkap yang mgm Idangl Ferhubungan; ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 12 Fotokopi STTS PBB atas tanah kantor :2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang perusahaan; ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H 13 Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan H
diterbitkan surat penolakan 3 pemberi kerja dan Bukti Lunas BPIS
pengem?’ahar.l berkas'_ . i tidak memenuhi 14 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis Kesehatan;
memproses secara teknis perizinan ! 15 Kesediaan memfasilitasi Tim ke
dan/atau melakukan kunjungan Lapangan, apabila dibutuhkan
lapangan, dan menghitung biaya 3 i pangan, ap :
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i {
|




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.27/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Warung Internet (Warnet)

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika  Nomor
01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 tahun
2011 tentang retribusi perizinan tertentu;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun
2014 tentang Izin Usaha Warung Internet; dan

4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan

No g R b

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Form tanda terima berkas;
Buku register;

ATK;
Komputer;

NoakLb&

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Lembar verifikasi perizinan;

Buku penomoran naskah izin;




8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi: Cross check persyarata perizinan;
1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat Memaraf lembar verifikasi perizinan,;
menurun; Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;
Penelitian naskah izin;
Penandatanganan naskah izin;
. Penomoran naskah izin; dan
10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoO0 kb=




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 14
1 {P h i infc i . {
emohon meminta informasi 1 Permohonan bermaterai;
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan 2 E’:Sfl‘;tlo bebrwarna ukuran 4x6 sebanyak 2
ua) lembar.
2 Memt;‘:ﬂkan informasi kepada 3 Fotokopi KTP pemohon fotokopi NPWP;
Pemohon. ;
4  Fotokopi NPWP;
ettt e e et e e .5  Surat izin Tempat Usaha (SITU); SRR SOV ST

3 Pemo‘h(')n meler.lgkap1 persyaratan, 6 Bukti lunas PBB tahun terakhir. .Permohonan i
mengisi formulir permohonan, dan 7 Rekomendasi dari Camat: idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. ! H

Y ya xep 8 8 Rekomendasi dari OPD Teknis - Dinas;
4 |Petugas pendaftaran menerima dan | 9  Surat persetujuan warga tetangga
;nenehtl persyaratan’sﬂakd‘)kumen H tidak lengkap lengkap sekitar lokasi warnet;
+ . R
engkap petugas membertian rest 3 10 Melampirkan data, sarana dan prasarana
tanda terima, bila tidak lengkap i dipakai dal |
berkas dikembalikan kepada H yang dipakal dalam penyelenggaraan
Pemohon. 3 warnet; :

5 {Petugas front office menginput data | 11 Denah lokasi dan Denah Kamar Layanan {Lembar
(data entry), kemudian berkas 3 Internet; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada | 12 Surat pernyataan modal yang di :

Kasi di Bidang Pelayanan (back 3 investasikan dalam usaha warnet;
office). H 13 BPIS Ketenagakerjaan dan BP]S i

6 {Kepala Seksi melakukan validasi H Kesehatan. 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .

- - e : tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan ;
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 i
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko

g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.28/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Menara Telekomunikasi

DASAR HUKUM:

1.

Peraturan  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  Nomor
01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

S1 Hukum, dan

Informatika;

Ekonomi, pertanian, peternakan

Teknologi

Telekomunikasi; 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomij;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 tahun | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;

2011 tentang retribusi perizinan tertentu; 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2011 tentang izin penyelenggaraan menara telekomunikasi; dan 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 7. Mengikuti diklat Perizinan.

Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung

Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

NoakLb&

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;




8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi: Cross check persyarata perizinan;
1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat Memaraf lembar verifikasi perizinan,;
menurun; Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;
Penelitian naskah izin;
Penandatanganan naskah izin;
. Penomoran naskah izin; dan
10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoO0 kb=




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi H Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14
1 {Pemohon memj.nta infovrr'nasi 1 Surat permohonan: {
tentang penerbitan perizinan dan/ 2  Fotokopi KTP atau Identitas pemohon:
atau nonperizinan 3 Identitas penyelenggara telekomunikasi
dan penanggung jawab;
2 {Memberikan informasi kepada 4  Izin penyelenggaraan telekomunikasi
Pemohon. S Maksud dan tujuan penggunaan menara;
6 Kebutuhan akan ketinggian, arah ataupun
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" - jumlah beb :
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, Jumiah beban menara ermohonan
L. ) 7 Rencana bangunan menara dan H
mengisi formulir permohonan, dan perhitungan konstruksi menara di idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. legalisir oleh Dinas Teknis PU; !
4 Petugas pendaftaran menerima dan | 8 Kajian dampak lingkungan sesuai dengan
liti bila doku H Peraturan Perundang-undangan yang
meneliti persyaratan, 1'a dokumen tidak lengkap lengkap telah dilegalisir oleh Dinas Teknis:
lengkap p'etugas me.mbenkan rest 3 9 Surat pernyataan sanggup mengganti
tanda tepma, bﬂ‘a tidak lengkap i keruglan kepada warga apablla terjadi
berkas dikembalikan kepada 3 yang diakibatkan oleh keberadaan
Pemohon. H 10 Berita acara sosialisasi terhadap warga H
5 Petugas front office menginput data | sekitar dalam radius 1 kall tinggl menara iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 ditambah 5 meter, (beserta daftar hadir EMonitoring
h ’ di hkan ke d H warga, informasi pengguna menara
permononan diserahxan kepada | bersama khusus untuk menara bersama
Kasi di Bidang Pelayanan (back 3 telekomunikasi seluler);
office). H 11 BFPJIS Ketenagakerjaan dan BFIS H
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H Kesehatan. 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap fatau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
e e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan va 1d.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan 3
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis iBlangko
g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.29/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

Izin Operasional Untuk Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman
Kanak-Kanak (TK)

NAMA SOP

DASAR HUKUM:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

pertanian, peternakan dan Teknologi

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan 7. Mengikuti diklat Perizinan.
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;

3. Lembar verifikasi perizinan;

4. Buku register;




O NG

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Ok =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
H K i is i
i Pendaftaran Penyerahan Sesljslia T1mp’11:§1;n1s : ]I;Z;;aéa I];iia;lsa Kelengkapan /Persyaratan M:{{:ﬁtm {  Output
Informasi g H
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 13 14
1 {Pemohon meminta infovn'nasi 1 Surat Permohonan; i
tetntang pengfrl;utan perizinan dan/ 2 Identitas dan alamat penyelenggara
atau nonperizinan pendidikan yang akan didirikan;
2 |Memberikan informasi kepada 3  Fotokopi ijazah/STTB guru dan kepala
Pemohon. penyelenggara Pendidikan;
4 Rekomendasi dari Kepala Dinas
3 Bemehon melengkapt persyaratan, - Pendidikan Kabupaten/Kota; Bermononan |
mengisi formulir permohonan, dan > Fotokop! akta notaris yayasan/AD/ART; idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 6 Fotokopi akta tanah; i
7  Fotokopi surat status tanah;
4 {Petugas pendaftaran menerima dan | 8  Susunan pengurus yayasan/organisasi/
meneliti persyaratan, bila dokumen 3 tidak lengkap lenek lembaga penyelenggara pendidikan;
lengkap petugas memberikan resi 3 enskap 9  Daftar fasilitas/sarana dan prasarana
tanda terima, bila tidak lengkap g yang dimiliki;
berkas dikembalikan kepada 3 10 Surat keterangan kurikulum yang hendak
Pemohon. i 11 Surat keputusan pendirian yayasan/ i
5 |Petugas front office menginput data | organisasi/lembaga penyelenggara iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 pendidikan; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada 12 Daftar guru dan kepala penyelenggara i
Kasi di Bidang Pelayanan (back { pendidikan;
office). 3 13 BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H Kesehatan; 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 1% Deanh bangunan. EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap § {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i {
|
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.30/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

Izin Operasional Sekolah Dasar dan

NAMA SOP Sekolah Menengah Pertama Swasta

DASAR HUKUM:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

pertanian, peternakan dan Teknologi

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
Pendidikan Dasar dan Menengah; dan 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan

4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 7. Mengikuti diklat Perizinan.

Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

cakLb -




7. Komputer;
8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoO0 kb=




Pelaksana

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
nformasi | Pendaltaran b nyerahan Sekst PISP | Bidr;ng Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum |  OUtPUt
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14
1 Pemohon meminta informasi 1 Surat Permohonan; i
tetntang pene.rl.)itan perizinan dan/ 2 Identitas dan alamat penyelenggara
atau nonperizinan pendidikan yang akan didirikan;
2 {Memberikan informasi kepada 3 Fotokopi akta notaris yayasan/AD/ART;
Pemohon. 4 Susunan pengurus yayasan/organisasi/
5 Daftar guru dan kepala penyelenggara
e s A pendidikan e PP TPRRRO: fanrennen e
3 Pemghgn meler.lgkap1 persyaratan, 6  Fotokopi ijazah/STTB guru dan kepala .Permohonan :
mengisi formulir permohonan, dan penyelenggara Pendidikan; ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7  Daftar fasilitas/sarana dan prasarana
4 {Petugas pendaftaran menerima dan yang dimiliki;
meneliti persyaratan, bila dokumen 3 tidak lengkap lenek 8  Surat keterangan kurikulum yang hendak
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap dipakai;
tanda terima, bila tidak lengkap 3 9  Surat keputusan pendirian yayasan/
berkas dikembalikan kepada 3 orgadr};ls.::sillembaga penyelenggara
Pemohon. pendidikan; i
5 {Petugas front office menginput data | 10 Rekomendasi dari Kepala Dinas iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 Pendidikan Kabupaten: iMonitoring
permohonan diserahkan kepada 3 11 Fotokopi akta tanah; i
Kasi di Bidang Pelayanan (back H 12 Fotokopi surat status tanah;
office). 3 13 Denah Bangunan
i 14 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS H
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H Kesehatan; 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap § {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i {
|
i

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.31/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI o=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

Izin Operasional Sekolah Dasar dan

NAMA SOP Sekolah Menengah Pertama Negeri

DASAR HUKUM:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No R wbd




KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

OCONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoO0 kb=

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
nformasi | Pendaltaran b nyerahan Sekst PISP | Bidr;ng Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum |  OUtPUt
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 i 14
1 {Pemohon meminta informasi Surat Permohonan; i ;
tentang penerbitan perizinan dan/ Identitas dan alamat penyelenggara
atau nonperizinan pendidikan yang akan didirikan;
5 Memberikan informasi kepada Fotokopi akta notaris yayasan/AD/ART;
Pemohon. Susunan pengurus yayasan/organisasi/
Daftar guru dan kepala penyelenggara
e oI ISP pendidikan TN foneneenennensanen s
3 Pemo‘h(')n meler.lgkap1 persyaratan, Fotokopi ijazah/STTE guru dan kepala .Permohonan i
mengisi formulir permohonan, dan penyelenggara Pendidikan; ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. Daftar fasilitas/sarana dan prasarana
4 {Petugas pendaftaran menerima dan yang dimiliki;
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap 8 Surat keterangan kurikulum yang hendak
lengkap petugas memberikan resi 3 lengkap dipakai;
tanda terima, bila tidak lengkap ! 9  Surat keputusan pendirian yayasan/
berkas dikembalikan kepada 3 org?jrj(if:si/lembaga penyelenggara
Pemohon. pendidikan; i
5 |Petugas front office menginput data | 10 Rekomendasi dari Kepala Dinas {Lembar
(data entry), kemudian berkas 3 Pendidikﬁan Kabupaten: iMonitoring
permohonan diserahkan kepada | 11 Fotokop? akta tanah; {
Kasi di Bidang Pelayanan (back 3 12 Eomk:';' surat status tanah;
office). 13 Denah Bangunan
ice) H 14 BPIS Ketenagakerjaan dan BP1S i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H Kesehatan; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap § {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i {
|
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.32/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Izin Penegerian Sekolah Tingkat
Sekolah Dasar

DASAR HUKUM:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

Peraturan Menteri

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

No R wbd

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi




KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

OCONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoO0 kb=

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
nformasi | Pendaltaran b nyerahan Sekst PISP | Bidr;ng Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum |  OUtPUt
Dokumen H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14
1 {Pemohon meminta informasi 1  Surat Permohonan; i
tentang penerbitan perizinan dan/ 2 Identitas dan alamat penyelenggara
atau nonperizinan pendidikan yang akan didirikan;
- - - 3  Fotokopi akta notaris yayasan/AD/ART;
2 |Memberikan informasi kepada 4 Susunan pengurus yayasan/organisasi/
Pemohon. 5  Daftar guru dan kepala penyelenggara
_____________________________________________________________________________________________ ] pendidikan
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, 6 Fotokopi ijazah/STTB guru dan kepala H
mengisi formulir permohonan, dan penyelenggara Pendidikan; ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 7  Daftar fasilitas/sarana dan prasarana H
- yang dimiliki;
4 Petugla.E pendafta:an r]iliniinnlzi dan g 8 Surat keterangan kurikulum yang hendak
;nene iti persyaratan, bila dokumen | tidak lengkap lengkap dipakai;
engkap petuga§ me'mbenkan rest 3 9  Surat keputusan pendirian yayasan/
tanda terima, bila tidak lengkap ! organisasi/lembaga penyelenggara
berkas dikembalikan kepada H pendidikan;
Pemohon. 3 10 Rekomendasi dari Kepala Dinas H
5 |Petugas front office menginput data | Pendidikan Kabupaten: iLembar
(data entry), kemudian berkas 11 Fotokopi akta tanah; {Monitoring
permohonan diserahkan kepada % 12 Fotokopi surat status tanah; H
Kasi di Bidang Pelayanan (back { 13 Denah Bangunan
office). 3 14 BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan; H
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap § {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i {
|
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.33/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP : Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun
2002 Tentang Izin Tempat Usaha;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

Informatika;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
2011 Tentang Pajak Daerah; dan 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan |5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

OCONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoNkRLD =




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

i Pendaftaran
: Penyerahan

Dokumen

Kepala
Seksi

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

S 6

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Surat permohonan;

Fotokopi KTP;

Fotokopi IMB;

Fotokopi bukti lunas PBB;

Fotokopi bukti lunas retribusi kebersihan;
Fotokopi bukti lunas reklame;

BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan;

Akte Notaris (jika perusahaan).

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

tidak memenuhi
syarat teknis

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.34/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

Izin Pengusahaan dan Pengelolaan

NAMA SOP
SO Sarang Burung Walet

DASAR HUKUM:

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun
2002 Tentang Izin Tempat Usaha;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

pertanian, peternakan dan Teknologi

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomij;
2011 Tentang Pajak Daerah; 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Burung Walet; dan 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan

4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

cakLb -




7. Komputer;
8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoO0 kb=




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
Informasi i Penyerahan Seksi PTSP i Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon memj.nta info.n'nasi 1 Surat Permohonan: i
tentang penerbitan perizinan dan/ 2 Fotokopi KTP;
atau nonperizinan 3  Pasfoto 3x4, 3 (tiga) lembar;

2 {Memberikan informasi kepada 4 Fotokopi IMB;

Pemohon. 5 Proposal pengelolaan dan pengusahaan
__________________________________________________________________________ ] sarang burung wallet; S S SN WO

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, 6 Surat pernyataan sanggup mentaati :Permohonan
mengisi formulir permohonan, dan persyaratan teknis yang ditetapkan Bupati idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. maupun instansi teknis; H

4 |Petugas pendaftaran menerima dan 5 7 Rekomendasi dari asosiasi pengusaha
meneliti persyaratan, bﬂ? dOkumfm : tidak lengkap lengk dan pengelolaan sarang burung wallet;
lengkap petugas memberikan resi ; engkap . .
tanda terima, bila tidak lengkap 5 8 Surat persetUJuan'masyarakat sekitar
berkas dikembalikan kepada i 9 BPIS Ketenagakerjaan dan BP]S
Pemohon. ; Kesehatan; :

5 |Petugas front office menginput data | iLembar
(data entry), kemudian berkas ; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada ; {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi § i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran ; EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap g tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf ; 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap g {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

- - T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya ; H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

| {
i
:




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.35/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP : Surat Izin Reklame

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun
2002 Tentang Izin Tempat Usaha;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Pajak Daerah; dan

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

No g R b

KETERKAITAN:
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;
2. Form tanda terima berkas;

3. Lembar verifikasi perizinan;




O X NGOk

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONGaRLDD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Kepala
Seksi

i Pendaftaran
: Penyerahan

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

S 6 7

10

11

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Surat Permohonan;

Surat kuasa apabila penanda tangan
pemohon bukan dilakukan oleh pemochon
sendiri;

Rekomendasi Teknis;

Gambar/Naskah Reklame yang akan
dipasang;

Foto dan Gambar Situasi Bangunan;
Gambar konstruksi bilboard reklame;
Khusus pemohon perpenjangan izin
dilampirkan izin lama;

Fotokopi tanda bukti pembayaran pajak
reklame.

12 i 13

dan Berkas

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

tidak memenuhi

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.36/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI o=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

DASAR HUKUM:

1.

2.

. Peraturan Bupati

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor8 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
6 tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah;

dan  Susunan
Tanjung .Jabung Barat Nomor Nomor 5I
Peraturan Bupati
Susunan Organisasi dan
Modal dan Pelayanan Terpadu

Tahun 2017 tentang Pcrubahan atas
Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Tata Kerja Dinas Penanaman
Satu Pintu; dan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

Minimal SMA atau SMK sederajat;

Memahami tugas pokok dan fungsi;

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mampu mengoperasikan komputer; dan

Mengikuti diklat Perizinan.

pertanian, peternakan dan Teknologi

No g R b

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;




OoNok LD

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

OCONoNkRLD =

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

10 Rekapitulasi laporan perizinan.




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office g
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket I Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi H Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen H

1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon meminta informasi ; Gedung Pola {
tentang penerbitan perizinan dan/ a Surat Permohonan
atau nonperizinan b  Fotokopi KTP

S t ket dari RT at: L h

2 {Memberikan informasi kepada € urat kelerangan darl atau Ltura

Pemohon. Ex Gedung Serba Guna
__________________________________________________________________________ a  Surat Permochonan IS A

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, b  Fotokopi KTP H
mengisi formulir permohonan, dan c  Surat keterangan dari RT atau Lurah ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. H

Ged Olah Ra GOR

4 {Petugas pendaftaran menerima dan g a l;:?at Permohgo ia(n )
meneliti persyaratan, bila. dokum.en : tidak lengkap lengkap b  Fotokopi KTP
lengkap petugas memberikan resi ; c  Surat keterangan dari RT atau Lurah
tanda terima, bila tidak lengkap §
berkas dikembalikan kepada ; { Bus
Pemohon. i a  Surat Permohonan i

5 |Petugas front office menginput data | ; b  Fotokopi KTP iLembar
(data entry), kemudian berkas ; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada g {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap g tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf ; i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan validasi serta a syarat teknis
memproses secara teknis perizinan g
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; H
retribusi (jika ada aturannya). § memenuhi syarat i

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis iBlangko

| {
§




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.37/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI o=

TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP Izin Pemakaian Tanah pada Ruang

Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas

DASAR HUKUM:

1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Informatika;
Angkutan Jalan; 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Barang Milik Negara/Daerah; 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; S. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 Tentang | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 7. Mengikuti diklat Perizinan.
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

ok W=

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;




7. Komputer;
8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat menurun;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoO0 kb=




Pelaksana

dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Membongkar, apabila Ruang Milik Jalan
dibutuhkan oleh penyelenggara jalan.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi i Penyerahan Seksi PTSP i Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Dokumen i

1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon meminta informasi : 1 Mengisi formulir dibubuhi materai i
tentang penerbitan perizinan dan/ .
atau nonperizinan Rp. 6.000,-;

2 {Memberikan informasi kepada 2 Fotokopi KTP Pemohon;

Pemohon. 3  Pasfoto berwarna ukuran 3x4, sebanyak
3 (tiga) lembar; i

3 |Pemohon melengkapi persyaratan, 4  Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang {Permohonan
mengisi formulir permohonan, dan telah disahkan baai badan hukum: idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. €lah disahkan bagi yang badan hukum, H

4  {Petugas pendaftaran menerima dan | 3 Fotokop? SITU;
meneliti persyaratan, bila. dokum.en § tidak lengkap lengkap 6  Fotokopi SITU/ TDP;
len%kap petugislmexélbililka;k resi 3 7 Fotokopi Izin Usaha;
tanda terima, bila tidak lengkap g . s
berkas dikembalikan kepada i 8 Rencana Teknis berupa lokasi, jadwal
Pemohon. 3 pelaksanaan, gambar perencanaan; :

5 {Petugas front office menginput data 9 Jaminan pelaksanaan dan jaminan {Lembar
(data entry), kemudian berkas | pemeliharaan berupa jaminan bank serta iMonitoring
permohonan diserahkan kepada g . . : . . {

Kasi di Bidang Pelayanan (back { pO]IS asuransi kerUglan plhak ket'Qa;
office). 3 10 Surat pernyataan bertanggung jawab
i atas kewajiban memelihara dan menjaga i

6 {Kepala Seksi melakukan validasi 3 bangunan dan jaringan utilitas, iklan, 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengkap media informasi, bangun bangunan, {Penolakan
fOk;men’ jika c,bk‘;’,‘;m:e}?,gkap o tidak lengkap bangunan gedung untuk keselamatan §at"iu 5
embar monitoring dibubuhi paraf umum dan menanggung segala resiko 2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang atas segala akibat yang mungkin i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i - . - H
diterbitkan surat penolakan 3 ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi
pengembalian berkas i atas sarana atau prasarana yang

. ; tidak memenuhi i i

7 {Memverifikasi dan validasi serta 3 syarat teknis glba.nguz at.au qlﬁ'asang paan hon:
memproses secara teknis perizinan g aglan—bagian jalan yang dimohon;
dan/atau melakukan kunjungan | 11 Rekomendasi dari Penyelenggara Jalan
lapangan, dan menghitung biaya 3 { dan Tim Teknis;
retribusi (jika ada aturannya). i memenUhﬁ syarat 12 BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS H

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis . Kesehatan; iBlangko
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi 3 13 Surat Pernyataan Kesediaan H

i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.38/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Persetujuan Perubahan Luas Lahan

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia  Nomor
98/Permentan/0OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

pertanian, peternakan dan Teknologi

Perkebunan; dan 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Barat. 7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

OCONoaRLDD =

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Cross check persyarata perizinan;




1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan,;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

CoNok LD




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket H Keterangan
i Kepala Tim Teknis i Kepala Kepala Waktu
nformasi | Pendalta R penyerahan | seps PISP | Bidang | Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum |~ OUtPUt
Dokumen H
1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 13 i 14
1 Pemohon meminta informasi i Permohonan bermaterai Rp. 6.000; i
tentang penerbitan perizinan dan/ Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian
atau nonperizinan dan perubahan terakhir yang telah
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
2 {Memberikan informasi kepada Asasi Manusia, komposisi kepemilikan
Pemoton oo, susunon pengurss dan bidans
-------------------------------------------------------------------------- Nomor Pokok Wajib Pajak;
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, Surat Tzin Tempat Usaha; ermohonan
mengisi formulir permohonan, dan Rekomendasi kesesuaian dengan idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. Perencanaan Pembangunan Perkebunan i
Provinsi dari gubernur;
4 {Petugas pendaftaran menerima dan ; Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi
meneliti persyaratan, bila dokumen tidak lengkap lenek dengan peta digital calon lokasi skala
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan
tanda terima, bila tidak lengkap 3 file elektronik) sesual denggn peraturan
. . { perundang-undangan dan tidak terdapat
berkas dikembalikan kepada 3 izin yang diberikan pada pihak lain;
Pemohon. + Pertimbangan teknis ketersediaan lahan
5 {Petugas front office menginput data dari dinas yang membidangi kehutanan, iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 apabila areal yang diminta berasal dari {Monitoring
permohonan diserahkan kepada 3 kawasan hutan; :
Kasi di Bidang Pelayanan (back | Rencana kerja pembangunan kebun
office). 3 termasuk rencana fasi!itasi pembangunan
H kebun masyarakat sekitar, rencana i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H tempat hasil produksi akan diolah; 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 EPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap lengkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 2 Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan i{Monitoring
jika dokumen tidak lengkap § {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan validasi serta 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan §
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi s{/arat {
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
i H
|
i




Menerir.na Blangko Surat Izin yang g 9 Izin Lingkungan; ;Lemk‘)ar -
telah diparaf oleh Kepala Seksi, | 10 Pernyataan kesanggupan: iMonitoring
selanjutnya lembar monitoring 3 a. memiliki sumber daya manusia, idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan § sarana, prasarana dan sistem untuk i
diteruskan kepada Kepala Dinas 3 melakukan pengendalian organisme
PMPTSP. { b. memiliki sumber daya manusia, i
Menerima Blangko Surat Izin dan i sarana, prasarana dan sistem untuk iBlangko
menandatangani. Jika masih belum 3 melengkapi melakukan pembukaan lahan tanpa i
lengkap, berkas dikembalikan 3 ; bakar serta pengendalian kebakaran;
kepada Kepala Seksi untuk H c. memfasilitasi pembangunan kebun
diperbaiki. 3 masyarakat sekitar sesuai Pasal 15
yang dilengkapi dengan rencana kerja -
Melakukan penomoran dan 3 lengkap dan rencana pembiayaan; dan ESurat Izin
t li t ti i Telah
Za@p l'ngtsecara obor.(;{a is (secara { d. melaksanakan kemitraan dengan 53]7;?‘% de a
aring); atau mem. crixan nomor 3 Pekebun, karyawan dan masyarakat Han ",1_
surat, membubuhi stempel dan 3 sekitar perkebunan; itangam
mengagendakan surat keluar. | 11 Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa i
Pemohon memberikan bukti H status Perusahaan Perkebunan sebagai {Surat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan 3 usaha mandiri atau bagian dari Kelompok iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda H (Group) Perusahaan Perkebunan belum iDitanda-
terima) dan hasil isian Survei 3 menguasai lahan melebihi batas paling {tangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku H luas; H
secara luring). § 12 BPIS Ketenagakerjaan dan BP1S i
: : Kesehatan; T .
Menyerahkan Surat Izin kepada i ; H iSurat Izin
Pemohon. § i i i
Selesai - End Process i 5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.39/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman

DASAR HUKUM:
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia  Nomor
98 /Permentan/0OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

pertanian, peternakan dan Teknologi

Perkebunan; dan 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Barat. 7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

OCONoaRLDD =

PERINGATAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Cross check persyarata perizinan;




1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OoNok LD




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i 13 14
1 fen;"hon men;r;ta informasi dan) 1 Permohonan bermaterai Rp. 6.000; i
centang penerbitan perizinan dan 2 IUP-B atau IUP serta SK HGU;
atau nonperizinan 3 Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian
2 {Memberikan informasi kepada dan perubahan terakhir yang telah
Pemohon. terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, komposisi kepemilikan
5 Pemmshon melensiapt pereyaratan, saham, susunan pengurus dan bidang | e
mengisi formulir permohonan, dan usaha perusahaan; ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 4  Rekomendasi dari dinas provinsi atau i
kabupat bidangi keb
4  {Petugas pendaftaran menerima dan | a up? enyang membidang! perkebunan
L. X i sesuai kewenangan;
meneliti persyaratan, bila dokumen tidak lengkap
lengkap petugas memberikan resi 3 lengkap 5 Rencana kerja tentang perubahan jenis
tanda terima, bila tidak lengkap g tanaman;
berkas dikembalikan kepada H 6  Izin Lingkungan;
Pemohon. 3 7  Hasil Penilaian Usaha Perkebunan H

5 {Petugas front office menginput data berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 tentang Penilaian Usaha Perkebunan; iMonitoring
permohonan diserahkan kepada | 8 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS i
Kasi di Bidang Pelayanan (back { Kesehatan:
office). 3 !

6 {Kepala Seksi melakukan validasi H 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .

- - e : tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan ;
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 i
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko

g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.40/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Persetujuan Perubahan Kapasitas
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

DASAR HUKUM:

1.

Peraturan  Menteri Pertanian Republik Indonesia  Nomor
98/Permentan/0OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan; dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;
D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;

pertanian, peternakan dan Teknologi

2.
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Barat. 7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

CONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

A A o e




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi H Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen i
1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 i 13 14
1 {Pemohon mem;nta informasi dan/ : Permohonan bermaterai Rp. 6.000; i
tentang penerbitan perizinan dan UP-P atau IUP;
atau nonperizinan Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian
- - - dan perubahan terakhir yang telah
2 |Memberikan informasi kepada terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
Pemohon. Asasi Manusia, komposisi kepemilikan
saham, susunan pengurus dan bidang
3 Bemanon meiensian persyaratan. usaha perusahaan; ermomonan &
mengisi formulir permohonan, dan Rekomendasi ketersediaan bahan baku ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. dari dinas provinsi atau kabupaten yang H
membidangi perkebunan sesuai
4 {Petugas pendaftaran menerima dan g kewenangan;
meneliti persyaratan, bﬂé‘.‘ dokum.en i tidak lengkap lengkap Rencana kerja perubahan kapasitas;
lengkap petugas memberikan resi 3 Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati
tanda terima, bila tidak lengkap g sesuai kewenangan;
berkas dikembalikan kepada 3 Hasil Penilaian Usaha Perkebunan
Pemohon. H berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian H
5 |{Petugas front office menginput data | tentang Penilaian Usaha Perkebunan; iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS iMonitoring
permohonan diserahkan kepada g Kesehatan; H
Kasi di Bidang Pelayanan (back {
office). 3
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap fatau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
e e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan va 1d.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan 3
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis iBlangko
g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP . 503/02.41/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP Persetujuan Diversifikasi Usaha
Perkebunan

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
98/Permentan/0OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

Informatika;

Perkebunan; dan 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Barat. 7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

CONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

A A o e




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen H
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 f:ﬁgg;?;gﬁ;;‘;efzﬁa; dan) 1 Permohonan bermaterai Rp. 6.000; i
i 2 IUP-B atau IUP serta SK HGU;
atau nonperizinan ’
. ' ' 3 Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian
2 glemt;‘fnkan informasi kepada dan perubahan terakhir yang telah
cmonon. terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
-------------------------------------------------------------------------- Asasi Manusia, komposisi kepemilikan e
3 {Pemohon melengkapi persyaratan, h ! P dp bid iPermohonan
mengisi formulir permohonan, dan saham, susunan pengurus dan bidang ;dan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. usaha perusahaa"; H
4 [Petugas pendaftaran menerima dan | 4  Rekomendasi dari dinas provinsi atau
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap lenek kabupatenyang membidangi perkebunan
lengkap petugas memberikan resi 3 engkap sesuai kewenangan;
;aerrfjst;ﬁ:;g;ﬁi;fiﬁ;zikap i 5 Rencana kerja Diversifiksi ;
Pemohon. 3 6 Izin Lingkungan; i
5 |Petugas front office menginput data | 7  Hasil Penilaian Usaha Perkebunan {Lembar
(data entry), kemudian berkas 3 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian :Monitoring
permohonan diserahkan kepada | tentang Penilaian Usaha Perkebunan; i
Kasi di Bidang Pelayanan (back { .
greay ( 3 8 BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
ofee)- Kesehat
H esenatan; {
6 {Kepala Seksi melakukan validasi H 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 iPenolakan
i lengkap i
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap jatau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .
- - e : tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan ;
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 i
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko
g i
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP . 503/02.42/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN | : 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd
YAN ERY
NAMA SOP Rekomendasi Untuk Memperoleh Rice

Milling Unit (RMU)

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman; dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

Informatika;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomij;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Barat. 7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

CONoNkRLD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

A A o e




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi Penyerahan Seksi PTSP Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
i Dokumen H i

1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon meminta informasi i 1 Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
tentang penerbitan perizinan dan/ 2 Fotokoni e-KTP hon:
atau nonperizinan OtoKopl e pemonon: i

3  Pasfoto berwarna 3 x 4, 2 (dua) lembar; i

2 Igdemt;frikan informasi kepada 4  Fotokopi IMB;

mohon. . i
emono 5 Foto lokasi dengan ukuran 3R;

"3 [Pemohon melengkapi persyaratan, (0 PSS Jokhel you dRetaiul oich RI/RWE G fPermohonan | T
mengisi formulir permohonan, dan Kepala Desa/Lurah; ;dan Berkas i
menyerahkannya kepada Petugas. 7  Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000 dan i

4  {Petugas pendaftaran menerima dan | fotokopi KTP épabila pengaju‘an
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak lengkap permohonan tidak langsung dilakukan
lengkap petugas memberikan resi 3 lengkap oleh pemohon;
tanda terima, bila tidak lengkap 8  Fotokopi Akta pendirian perusahaan
berkas dikembalikan kepada i d bah lah
Pemohon. 3 an/atau perubahannya yang tela A :

5 |Petugas front office menginput data | mendapatkan peng_esahan/persetu]uan/ iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 pemberitahuan dari Menteri Hukum dan iMonitoring
permohonan diserahkan kepada | HAM bagi Perseroan Terbatas (PT) dan H
Kasi di Bidang Pelayanan (back ; telah terdaftar di Pengadilan Negeri bagi
office). 3 Perseroan Komanditer (CV) bagi

6 {Kepala Seksi melakukan validasi 3 pemohon yang berbadan hukum; 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengkap q Fotokopi NPWP, yang status Wajib ;Penolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap iaki telah dikonfi . lalui jatau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 pajaknya telan dikonfirmasi melaiul i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang sistem informasi pada Pemerintah ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H : {
diterbitkan surat penolakan 3 Paerah yang terhgbupg dengan SIStGITI
pengembalian berkas. i ) _ informasi dan Aplikasi pada Dirjen Pajak;

IR Fe e : tidak memenuhi

emverifikasi dan validasi serta .
syarat teknis ;

memproses secara teknis perizinan % Y 10 BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS

dan/atau melakukan kunjungan Kesehatan:;

lapangan, dan menghitung biaya 3 i

retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis : iBlangko

g H
|




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.43/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

Surat Keterangan Kesehatan Hewan

NAMA SOP
(SKKH)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas | 1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Informatika;

Kesehatan Hewan; 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomij;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan |4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Kesejahteraan Hewan (Kesrawan); S. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 /Permentan/OT.140/1/2010 | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan 7. Mengikuti diklat Perizinan.
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

e e

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;




ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

O o N

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi: Cross check persyarata perizinan;
1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat Memaraf lembar verifikasi perizinan,;
menurun; Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;
Penelitian naskah izin;
Penandatanganan naskah izin;
Penomoran naskah izin; dan
10 Rekapitulasi laporan perizinan.

OO Nk b=




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Pendaftaran

Informasi i

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 i 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/

atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada

Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada

Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000;
Fotokopi Identitas Pemilik (KTP/Paspor);
Surat Rekomendasi dari OPD Teknis;
Persetujuan Pemasukan Hewan/Bahan
Asal Hewan dari Daerah tujuan;

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan.

dan Berkas

..............................

iPermohonan

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan

jika dokumen tidak lengkap

diterbitkan surat penolakan

pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala

Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP

503/02.44/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP

Surat Keterangan Perjalanan Hewan

DASAR HUKUM:

1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

pertanian, peternakan dan

Teknologi

Kesehatan Hewan; 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan |4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Kesejahteraan Hewan (Kesrawan); S. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 /Permentan/OT.140/1/2010 | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan 7. Mengikuti diklat Perizinan.
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

e e

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;




ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

O o N

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi: Cross check persyarata perizinan;
1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat Memaraf lembar verifikasi perizinan,;
menurun; Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;
Penelitian naskah izin;
Penandatanganan naskah izin;
Penomoran naskah izin; dan
10 Rekapitulasi laporan perizinan.

OO Nk b=




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

HWN =

Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000;
Fotokopi Identitas Pemilik (KTP/Paspor);
Surat Rekomendasi dari OPD Teknis;

Persetujuan Pemasukan Hewan/Bahan
Asal Hewan dari Daerah tujuan;
Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan
Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan;
Fotokopi Buku Vaksinasi;

BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

Kesehatan;

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.45/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI o=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP Sertifikat Laik Hygiene Air Isi Ulang

DASAR HUKUM:

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun Informatika;
2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum; dan 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Barat. 7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

OCONoaRLDD =




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoNkRLD =




Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
fotokopi KTP pemohon yang masih
berlaku;

Pasfoto berwarna terbaru, 4x6, sebanyak
2 (dua) lembar;

Surat keterangan domisili usaha;
Denah lokasi dan bangunan tempat
usaha;

fotokopi sertifikat pelatihan/kursus
Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM
dan Penjamah;

Rekomendasi OPD teknis.

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




NOMOR SOP 503/02.46/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI o=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YAN ERY
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU " " , " "
Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi
NAMA SOP

Hotel

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi

2. Permenkes Nomor : 80/Menkes/Per/II/1990 Tentang Persyaratan

Informatika;

Kesehatan Hotel; dan 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomij;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
Barat. 7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

1. Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

CRENoNnRWOD

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Cross check persyarata perizinan;

2. Memaraf lembar verifikasi perizinan;

3. Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;




2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

Penomoran naskah izin; dan

0.Rekapitulasi laporan perizinan.

KONk




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
o Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum i Output
Informasi 3
Dokumen H
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 fm:)hon mens:ta mfo.n,naSI dan/ 1 Permohonan bermeterai Rp. 6.000;
ntang penerbitan perizinan dan
entang penerbitan pe anda 2 Fotokopi KTP yang masih berlaku;
atau nonperizinan 3 Lay Out /gambar denah bangunan;

2 {Memberikan informasi kepada 4 Pernyataan dan penunjukan
Pemohon. penanggungjawab;

__________________________________________________________________________ .5 Sertifikat/ijazah tentang pengetahuan

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, hygiene sanitasi makanan; :Permohonan
mengisi formulir permohonan, dan 6 Sertifikat/piagam Kursus bagi idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. H

pengusaha;

4  |Petugas pendaftaran menerima dan 5 7  Sertifikat/piagam Kursus bagi penjamah;
meneliti persyaratan, bila dokumen tidak lengkap lengka 8 Rekomendasi dari OPD teknis;
lengkap petugas memberikan resi ; glap 9 BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS
tanda teﬁma, bil‘a tidak lengkap ; Kesehatan;
berkas dikembalikan kepada :

Pemohon. i 10 Pasfoto berwarna, 4x6, sebanyak 2 (dua) i

5 |Petugas front office menginput data | lembar. iLembar
(data entry), kemudian berkas ; EMoniton'ng
permohonan diserahkan kepada ; {

Kasi di Bidang Pelayanan (back i
office). ;

6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf a i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan; ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i . .

- - T ; tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan vahd.as1 se.rt'a ; syarat teknis
memproses secara teknis perizinan g
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; i
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis : iBlangko

| {
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




NOMOR SOP

503/02.47/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN

19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI To-

TANGGAL PENGESAHAN

19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS

ttd
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YAN ERY
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa
NAMA SOP Boga
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Informatika;
1096/ MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga; | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
dan 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

OCONoO0 kb=

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

A A o e




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi H Penyerahan Seksi PISP | Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 {Pemohon meminta 1nfo.n'nas1 1 Permohonan bermeterai Rp. 6.000;
tentang penerbitan perizinan dan/ 2 fotokopi KTP pemohon yang masih
atau nonperizinan berlaku;
2 {Memberikan informasi kepada 3 :;S:’atz :e;b:n;umb;r\ar;?;;?;;;:;an 3x4
Pemohon. sebanyak 2 (dua) lembar;
R e T T -4  Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus = sceeeecedimemmmmen s e e
3 Pemghgn meler.lgkap1 persyaratan, higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha; H
mengisi formulir permohonan, dan S Denah bangunan dapur; idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. 6  Surat penunjukan tenaga sanitarian atau
4 {Petugas pendaftaran menerima dan ; tenaga yang memiliki pengetahuan
meneliti persyaratan, bila dokumen tidak len higiene sanitasi sebagai penanggung
’ i gkap : ; .
lengkap petugas memberikan resi ; lengkap jawab jasaboga;
tanda terima, bila tidak lengkap g 7  Fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau
berkas dikembalikan kepada ] sertifikat pelatihan/kursus higiene
Pemohon. i sanitasi; i
5 {Petugas front office menginput data | 8 Fotqkopi .sertifikat kursus hi_gi_ene sanitasi éLembar
(data entry), kemudian berkas : bagi penjamah makanan minimal 1 {Monitoring
permohonan diserahkan kepada ; orang; {
Kasi di Bidang Pelayanan (back : 9 Rekomendasi OPD teknis.
office). i 10 BPIS Ketenagakerjaan dan BP]S
i Kesehatan; i
6 {Kepala Seksi melakukan validasi ; i1. Surat
kelengkapan dan kebenaran i lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap g tidak lengkap engkap ;atau
lembar monitoring dibubuhi paraf ; i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan; ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap i {
diterbitkan surat penolakan i
pengembalian berkas. i tidak memenuhi
7 {Memverifikasi dan validasi serta a syarat teknis
memproses secara teknis perizinan ;
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya ; H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat i
8 {Mencetak Blangko Surat Izin i teknis iBlangko
g H
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.48/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI T
TANGGAL PENGESAHAN : 19 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY
Sertifikat Laik Hygiene Rumah

NAMA SOP Makan dan Restoran

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1098/MENKES/SK/VII/2003

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
dan 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan |5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 7. Mengikuti diklat Perizinan.
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen PMPTSP.

OCONoO0 kb=




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoNkRLD =




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi i Penyerahan Seksi PTSP i Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen |

1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 i 13 14

1 {Pemohon meminta informasi i 1 Mengajukan permohonan bermeterai Rp. H
tentang penerbitan perizinan dan/ 6.000;
atau nonperizinan 2 Fotokopi KTP pemohon;

5 [ Memberikan informasi kepada 3  Peta lokasi d;n gambar denah .bangunan;

Pemohon 4  Surat penunjukan penanggungjawab
€ ' rumah makan dan restoran;
.......................................................................... ..5  Fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi

3 {Pemohon melengkapi persyaratan, makanan bagi pengusaha;. i
mengisi formulir permohonan, dan 6 Fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. makanan bagi penjamah makanan i

4  {Petugas pendaftaran menerima dan | minimal 1 or'ang Penjar-nah makanan;
meneliti persyaratan, bila dokumen § tidak leneka 7 Rekomendasi dari Asosiasi Rumah Makan

. . gkap lengkap dan Restoran;
lengkap petugas memberikan resi 3 . o . .
tanda terima, bila tidak lengkap 3 8  Survey lokasi mellputl pemgrlksaan lokasi
. R { bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, ruang
berkas dikembalikan kepada | -
Pemohon 3 makan, gudang penyimpanan,
€mo " . H pengelolaan bahan makanan dan i

5 {Petugas front office menginput data makanan jadi, peraturan dan tenaga baik iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 secara fisik, kimia maupun bakteriologis {Monitoring
permohonan diserahkan kepada ! serta pengawasan lalat, kecoa, tikus dan i
Kasi di Bidang Pelayanan (back H hewan peliharaan;
office). 3 9 Rekomendasi dari OPD Teknis;

10 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS {

6 {Kepala Seksi melakukan validasi H Kesehatan. 1. Surat
kelengkapan dan kebenaran 3 lengk iPenolakan
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap engkap fatau
lembar monitoring dibubuhi paraf 3 i2. Lembar
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang ;Monitoring
jika dokumen tidak lengkap H {
diterbitkan surat penolakan 3
pengembalian berkas. i . .

e e i tidak memenuhi

7 {Memverifikasi dan va 1d.as1 se.rt'a 3 syarat teknis
memproses secara teknis perizinan 3
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya 3 H
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat {

8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 teknis iBlangko

i {
i




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : 503/02.49/ PMPTSP/ 2019
TANGGAL PEMBUATAN : 19 Agustus 2019
TANGGAL REVISI :o-
TANGGAL PENGESAHAN : 19 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS
ttd

YAN ERY

NAMA SOP : Surat Keterangan Penelitian (SKP)

DASAR HUKUM:

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; dan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

S1 Hukum, Ekonomi, pertanian, peternakan dan Teknologi
Informatika;

2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 2. D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan | 3. Minimal SMA atau SMK sederajat;
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Barat. 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan
7. Mengikuti diklat Perizinan.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

OCONoaRLDD =

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;

Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;

Server dan jaringan; dan

Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi:

1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat
menurun,;

2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti

Cross check persyarata perizinan;

Memaraf lembar verifikasi perizinan,;

Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;

Penelitian naskah izin;

Penandatanganan naskah izin;

. Penomoran naskah izin; dan

10.Rekapitulasi laporan perizinan.

OCONoNkRLD =




Pelaksana

kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

c) Fotokopi surat pengesahan
sebagai badan hukum usaha;

Mutu Baku
Front Office Back Office
No. Kegiatan Pemohon Petugas Loket Keterangan
i Pendaftaran Kepala Tim Teknis Kepala Kepala Waktu
Informasi i Penyerahan Seksi PTSP i Bidang Dinas Kelengkapan /Persyaratan Maksimum Output
Dokumen H

1 2 3 4 S 6 7 8 : 9 10 11 12 13 14
1 fen;ohon mem;':ta infovrr'nasi . i Permohonan SKP

cntang penerbitan perzinan an/ Fotokop proposal penelitian dalam bahasa

atau nonperizinan Indonesia yang memuat:
2 {Memberikan informasi kepada a. latar belakang,

Pemohon. b. maksud dan tujuan

. "
.......................................................................... c. ruang lingkup,

3 Pemo.h?n mele‘.lgkapl persyaratan, d. jangka waktu penelitian, ]
mengisi formulir permohonan, dan e. nama penelit idan Berkas
menyerahkannya kepada Petugas. £ sasaran /targe’t penelitian H

. ’

4 Petugaﬁ pendaftaran m.enerima dan g g. metode penelitian,
meneliti persyaratan, bﬂ? dOkum.en H tidak lengkap lengkap h. lokasi penelitian, dan
lengkap p,etuga§ me,mbenkan rest 3 i. hasil yang diharapkan dari penelitian;
tanda terima, bila tidak lengkap i Surat t tuk ti dan tidak
berkas dikembalikan kepada H urat pernyataan untuk menaati dan tida
Pemohon. 3 medlanggar ketentuan peraturan perundang- :

5 |Petugas front office menginput data | undangan; - iLembar
(data entry), kemudian berkas 3 terhadap keabsahan dokumen/berkas yang iMonitoring
permohonan diserahkan kepada i diserahkan; i
Kasi di Bidang Pelayanan (back 3 BPIS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
office).

i Identitas peneliti terhadap: H
6 [Kepala Sckei melakukan validast H 2. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi T Slrar
kelengkapan dan kebenaran 3 S S PRI Haw P oW iPenolakan
< p . { lengkap berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) :
dokumen, jika dokumen lengkap § tidak lengkap sebanyak 3 (tiga) lembar; jatau
lembar monitoring dibubuhi paraf i2. Lembar
. . . b. Peneliti kelompok, badan usaha, atau : o
untuk diproses oleh Tim Teknis, dang organisasi kemasyarakatan meliputi: i{Monitoring
J;(a c][i)?ll({umen tidak 1enlgll§{ap 3 1) Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu i
iterbit an. surat penolakan H tanda penduduk dan pasfoto
pengemibahar.l berkas.. , § tidak memenuhi berwarna ukuran 4x6 (empat kali
7 {Memverifikasi dan validasi serta 3 . enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi
N o syarat teknis 7
memproses secara teknis perizinan g ketua tim;
dan/atau melakukan kunjungan 2) Badan Usaha:
lapangan, dan menghitung biaya 3 { a) fotokopi kartu tanda penduduk
retribusi (jika ada aturannya). g memenuhi syarat b) Pasfoto Ketua Tim berwarna i
- tekni ukuran 4x6, sebanyak 3 (tiga) 3
8 {Mencetak Blangko Surat Izin 3 exnis iBlangko
i {
|




Menenr.na Blangko Surat Izin yang 3) Organisesi kemasyarakatan tidok iLemk‘)ar -
telah diparaf oleh Kepala Seksi, berbadan hukum yaitu: ‘Monitoring
selanjutnya lembar monitoring

Fotokopl kartu tanda penduduk
ketua tim;

b) Pasfoto Ketua Tim berwarna
ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)

Edan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan H
diteruskan kepada Kepala Dinas
PMPTSP.

CA

Menerima Blangko Surat Izin dan
menandatangani. Jika masih belum
lengkap, berkas dikembalikan
kepada Kepala Seksi untuk
diperbaiki.

: lembar; i Blangko
melengkapi c) Fotokopi surat keterangan i

H 4) Organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum yaitu:
Fotokopi kartu tanda penduduk

<

ﬂl‘

Melakukan penomoran dan | lengkap b) :::t:r:letua N éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara 3 ! ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) Eyang Telah
daring); atau memberikan nomor § lembar; ’ iDitanda-
surat, membubuhi stempel dan 3 ) Folikipl siak perigasalian badn ;tangani
mengagendakan surat keluar. | hukum organisasi

Pemohon memberikan bukti { kemasyarakatan. iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan 3 Eyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei 3 ;tangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku | H

secara luring). §

Menyerahkan Surat Izin kepada {Surat Izin

Pemohon.

Selesai - End Process 5 hari kerja |




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP 503/02.50/ PMPTSP/ 2019

TANGGAL PEMBUATAN 19 Agustus 2019

TANGGAL REVISI D=

TANGGAL PENGESAHAN 19 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS

ttd

YAN ERY

NAMA SOP Surat Keterangan Asal (SKA)

DASAR HUKUM:

1.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 46/Permen-KP/2014 Tentang Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S1 Hukum, Ekonomi,
Informatika;

D3 Akuntansi, Perpajakan dan ekonomi;
Minimal SMA atau SMK sederajat;

pertanian, peternakan dan Teknologi

2.
3.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 46 | 4. Memahami tugas pokok dan fungsi;
Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman / Surat Keterangan Asal | 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(SKA) Hasil Perikanan; dan 6. Mampu mengoperasikan komputer; dan

3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 tahun 2018 | 7. Mengikuti diklat Perizinan.

Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Lembar kerja, blanko naskah izin, formulir perizinan,;
Form tanda terima berkas;

Lembar verifikasi perizinan;

Buku register;

Buku penomoran naskah izin;

ATK;

Komputer;
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8. Server dan jaringan; dan
9. Software aplikasi dan sistem informasi manajemen DPMPTSP.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi: Cross check persyarata perizinan;
1. Keterlambatan pelayanan dan Indeks kepuasan masyarakat Memaraf lembar verifikasi perizinan,;
menurun; Mencatat permohonan dalam buku Register Perizinan;
2. Jika SK izin yang diterbitkan salah cetak, maka SK izin akan diganti Entry data perizinan kedalam aplikasi SIM Perizinan;
Permohonan rekomendasi ke instansi teknis (tim teknis);
Pencetakan naskah izin;
Penelitian naskah izin;
Penandatanganan naskah izin;
. Penomoran naskah izin; dan
10.Rekapitulasi laporan perizinan.
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Kegiatan

Pemohon

Pelaksana

Front Office

Back Office

Mutu Baku

Petugas Loket

Informasi

Pendaftaran

Kepala
Penyerahan Seksi

Dokumen

Tim Teknisé Kepala
PISP | Bidang

Kepala
Dinas

Kelengkapan /Persyaratan

Waktu

Maksimum Output

Keterangan

2

4

6 7

10

11

12 13

14

Pemohon meminta informasi
tentang penerbitan perizinan dan/
atau nonperizinan

Memberikan informasi kepada
Pemohon.

Pemohon melengkapi persyaratan,
mengisi formulir permohonan, dan
menyerahkannya kepada Petugas.

Permohonan bermeterai Rp. 6.000;
Fotokopi KTP Pemohon;
Rekomendasi OPD teknis - Dinas Kelautan

dan Perikanan;
BPIS Ketenagakerjaan dan BPIS
Kesehatan;

SR SN

iPermohonan

dan Berkas

Petugas pendaftaran menerima dan
meneliti persyaratan, bila dokumen
lengkap petugas memberikan resi
tanda terima, bila tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada
Pemohon.

t

idak lengkap

lengkap

Petugas front office menginput data
(data entry), kemudian berkas
permohonan diserahkan kepada
Kasi di Bidang Pelayanan (back

office).

iLembar
Monitoring

Kepala Seksi melakukan validasi
kelengkapan dan kebenaran
dokumen, jika dokumen lengkap
lembar monitoring dibubuhi paraf
untuk diproses oleh Tim Teknis, dan
jika dokumen tidak lengkap
diterbitkan surat penolakan
pengembalian berkas.

=

dak lengkap

Memverifikasi dan validasi serta
memproses secara teknis perizinan
dan/atau melakukan kunjungan
lapangan, dan menghitung biaya
retribusi (jika ada aturannya).

lengkap

i1. Surat
EPenolakan
fatau

2 Lembar
;Monitoring

tidak memenuhi
syarat teknis

Mencetak Blangko Surat Izin
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi
dan diteruskan kepada Kepala
Bidang.

memenuhi syarat

teknis

iBlangko




9 {Menerima Blangko Surat Izin yang g : iLembar
telah diparaf oleh Kepala Seksi, i ;Monitoring
selanjutnya lembar monitoring i 1 idan Blangko
diparaf oleh Kepala Bidang dan 5 i H
diteruskan kepada Kepala Dinas ;

PMPTSP. i i

10 {Menerima Blangko Surat Izin dan | i éBlangko
menandatangani. Jika masih belum ; melengkapi 1 {
lengkap, berkas dikembalikan : ; |
kepada Kepala Seksi untuk ; 1
diperbaiki. :

11 {Melakukan penomoran dan | lengkap éSurat Izin
stampling secara otomatis (secara ; iyang Telah
daring); atau memberikan nomor | i ;Ditanda—
surat, membubuhi stempel dan ; itangani
mengagendakan surat keluar. !

12 {Pemohon memberikan bukti i iSurat Izin
pembayaran SKRD, mengembelikan ; 1 iyang Telah
Resi Tanda Terima (bukti tanda ; i iDitanda—
terima) dan hasil isian Survei a itangani
Kepuasan Masyarakat (berlaku : i
secara luring). g !

13 {Menyerahkan Surat Izin kepada iSurat Izin

Pemohon.

14

Selesai - End Process

5 hari kerja |




